ABSTRAK
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi normatif dalam
pengelolaan dana di BAZNAS Kota Bandung. Sebagai lembaga amil zakat berbasis
prinsip syariah, BAZNAS memiliki mandat mengelola zakat, infak, dan sedekah
dari harta halal, namun dalam praktiknya juga menerima dana dari bunga bank
konvensional yang secara hukum Islam dikategorikan sebagai non-halal. Hal ini
merupakan konsekuensi penggunaan rekening pada bank konvensional yang sulit
dihindari, sehingga menjadi isu strategis yang berdampak pada integritas penerapan
prinsip syariah dan kepercayaan publik. Meskipun bersumber dari dana yang tidak
sesuai ketentuan syariah, pengelolaannya tetap memerlukan tata kelola yang
akuntabel dan pemanfaatan yang diarahkan untuk kemaslahatan umum dengan
tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme pengelolaan dan
pemanfaatan dana non-halal di BAZNAS Kota Bandung; dan (2) mengkaji
pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal tersebut dalam perspektif Magashid
al-Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode
deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara mendalam,
dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami praktik pengelolaan dan
pemanfaatan dana non-halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mekanisme pengelolaan dana non-
halal di BAZNAS Kota Bandung dilakukan dengan memisahkan dana tersebut
secara administratif sesuai Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/X1/2018,
mencatatnya sebagai Dana Titipan Bukan Dana Sosial dan Pengelolaan (TBDSP),
dan menyalurkannya hanya untuk program sosial non-ibadah seperti pembangunan
jalan, jembatan, dan jamban; dan (2) dari perspektif Magashid al-Syariah,
kebijakan ini selaras dengan prinsip hifz al-mal dalam menjaga keabsahan dan
kemanfaatan harta, serta prinsip hifz al-din dalam menjaga kemurnian ibadah dari
sumber dana yang tidak halal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun belum
memiliki SOP tertulis dan masih menggunakan rekening bank konvensional,
BAZNAS Kota Bandung telah menerapkan prinsip kehati-hatian syariah dalam
mengelola dan memanfaatkan dana non-halal. Ke depannya, diperlukan penguatan
regulasi internal dan peran Kementrian Agama atau Majelis Ulama Indonesia
(MUI) untuk memastikan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih
terstruktur, transparan, dan sesuai dengan magashid al-syariah.
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This research is motivated by a normative contradiction in the management of
funds at BAZNAS Bandung City. As a zakat management institution operating
under Sharia principles, BAZNAS is mandated to manage zakat, infaq, and sadagah
originating from lawful (halal) sources. However, in practice, it also receives funds
from interest in conventional banks, which in Islamic law are classified as non-
halal. This situation is a consequence of the unavoidable use of conventional bank
accounts and has become a strategic issue affecting both the integrity of Sharia
compliance and public trust. Despite originating from non-halal sources, such
funds still require accountable governance and must be allocated for public benefit
while adhering to Sharia principles.

The objectives of this study are: (1) to analyze the mechanisms for managing
and utilizing non-halal funds at BAZNAS Bandung City; and (2) to examine such
management and utilization from the perspective of Magashid al-Shariah.

This study employs an empirical juridical approach with a descriptive-
analytical method. Data were collected through documentation and in-depth
interviews, and analyzed qualitatively to explore the practices of managing and
utilizing non-halal funds.

The findings reveal that: (1) the management mechanism of non-halal funds at
BAZNAS Bandung City involves administratively separating these funds in
accordance with DSN-MUI Fatwa No. 123/DSN-MUI/X1/2018, recording them as
Temporary Deposited Funds (TBDSP) rather than social funds, and distributing
them solely for non-worship social programs such as road, bridge, and sanitation
facilities development; and (2) from the perspective of Magashid al-Shariah, this
policy aligns with the principle of hifz al-mal in preserving the legitimacy and utility
of wealth, as well as the principle of hifz al-din in safeguarding the purity of worship
from non-halal sources. These findings indicate that, although BAZNAS Bandung
City has yet to establish written standard operating procedures and still relies on
conventional bank accounts, it has applied the principle of Sharia prudence in
managing and utilizing non-halal funds. Going forward, strengthening internal
regulations and enhancing the supervisory role of the Ministry of Religious Affairs
or the Indonesian Council of Ulama (MUI) is necessary to ensure a more
structured, transparent, and magqashid-oriented mechanism for managing and
utilizing non-halal funds.
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